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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 
 Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang 
pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang 
mulanyasebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian 
perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang 
kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai 
Siak.  
 Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 
Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 
Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 
menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit 
berdekatan dengan perkampungan Senapelan.  
 Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. 
Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan 
di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut 
kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat 
baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.  
 Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 
Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima 
Puluh,Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi 
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"Pekanbaharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. 
Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer 
sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut 
PEKANBARU.  
 Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru 
selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut: 
1.  SK Kerajaan Besluit van Her InlancheZelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 
19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 
District. 
2.  Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh 
seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. 
3.  Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer 
disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 
4.  Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b. 
5.  UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 
6.  UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 
kota kecil.  
7.  UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 
8.  Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 
Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. 
9.  UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. 
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10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 
berubah menjadi Kota. 
 
4.2. Wilayah Geografis 
4.2.1. Letak dan Luas 
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timurdan 
0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 
- 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 
ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km²menjadi ± 
446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil 
pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan 
luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².  
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 
fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih 
terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, 
maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 
Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan / Desa baru dengan Perda 
tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan / Desa. 
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4.2.2 Batas 
 Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota: 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
b.  Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan KabupatenPelalawan 
c.  Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
d.  Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
4.2.3 Sungai 
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat 
ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 
Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, 
Tampandan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu 
lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya. 
4.2.4 Iklim 
Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º 
C -23,0º C. Curah hujan antara 38,6 -435,0 mm / tahun dengan keadaan 
musim berkisar: 
a.  Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember. 
b.  Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan 
maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%. 
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4.2.5 Jarak Ibukota 
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai 
jarak  lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai 
berikut : 
Taluk Kuantan  = 118 Km 
Rengat  = 159 Km 
Tembilahan  = 21.3,5 Km 
Kerinci  = 33,5 Km 
Siak  = 74,5 Km 
Bangkinang  = 51 Km 
Pasir Pangaraian  = 132,5 Km 
Bengkalis  = 128 Km 
Bagan  = 192,5 Km 
Dumai  = 125 Km 
Sumber: http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/ 
4.3 Pendidikan 
Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya 
adalah Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, 
Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, 
di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan 
tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 
37,32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari 
penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.  
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Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah 
provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru 
khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota 
Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan 
arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 
2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan 
sastrawan Riau, Soeman Hasibuan. 
 
4.4 Perekonomian 
Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh 
kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa 
sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 
mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan 
sebelumnya yang mencapai 0.30%.  
Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua 
kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan 
yang pada triwulan laporan tercatat mengalam ideflasi masing-masing sebesar 
0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 
2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 
2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 
2010.  
Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah 
memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota 
ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar 
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bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor 
perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat 
dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. 
Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza 
Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal 
Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant.  
Perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus 
berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di 
antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan 
fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara 
lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar 
Rumbai, Pasar Lima puluh dan Pasar Cik Puan.  
Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru 
terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 
3,82%,dengan kelompok industry terbesar pada sector industry logam, mesin, 
elektronika dan aneka, kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. 
Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar 
digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan 
perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru. 
 
4.5 Visi dan Misi 
 4.5.1 VISI  
 Dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka panjang 
 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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 Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025, Visi Kota Pekanbaru adalah 
 Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, 
 Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat 
 Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. 
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 
 tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
 kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada 
 Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang 
 ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction).  
Visi juga  harus menjawab permasalahan pembangunan daerah 
 dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah 
 serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. 
 Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, 
 tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan 
 dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota 
 Pekanbaru Tahun 2012-2017. "TERWUJUDNYA PEKANBARU 
 SEBAGAI KOTA METROPOLITAN  YANG MADANI".   
Penjelasan Visi berdasarkan kata Kunci Kota Metropolitan dan Madani 
 adalah sebagai berikut :  
1.  Kota Metropolitan, adalah : 
Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki 
sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep 
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pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, 
ekologi, sosial, dan  politik untuk melayani kebutuhan warga kota.  
2. Madani, adalah :  
 Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern,  
memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam 
 sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang  
berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, 
damai,  sejahtera,  bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.  
Visi ini mendukung visi jangka panjang Kota Pekanbaru untuk 
menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, 
dan pusat kebudayaan Melayu. Aspek-aspek pembangunan dalam 
perwujudan Kota Metropolitan yang Madani sejalan dengan visi jangka 
panjang Kota Pekanbaru. 
4.5.2 Misi 
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan 
terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka 
disusun Misi Pembangunan Kota Pekanbaru 2012-2017 sebagai berikut :  
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 
kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 
di tingkat lokal, nasional dan internasional.  
2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 
yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 
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berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun 
dan damai  
3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi 
listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 
infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran 
kota.  
4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan 
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan  
5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 
meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 
memadai dan iklim usaha yang kondusif.  
 
4.6 Sejarah Kantor Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 
KPU Kabupaten/KOta beranggota 5 (lima) orang dengan masa tugas 
selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung 
kelancaran tugas dan wewenaang KPu Kabupaten/Kota maka dibentuk  
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris KPu 
Kabupaten/Kota. Dibawah ini disajikan bagan KPU KOta Pekanbaru priode 
2014-2019 dan Sekretariat KPU Koata Pekanbaru. 
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1.  Tabel Organisasi Kpu Kota Pekanbaru Priode 2014-2016 
No NAMA JABATAN / DIVISI 
1 ABDUL RAZAK JER, SE, M.Si KETUA/ DATA 
2 
H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd, 
MM 
ANGGOTA/ HUKUM 
3 Dra. YELLI NOFIZA ANGGOTA/ SOSIALISASI 
4 MAI ANDIRI ANGGOTA/ TEKNIS 
5 ARWIN SAIDI ANGGOTA/ LOGISTIK 
 
2. Tabel Organisasi KPU KOta Pekanbaru Priode 2016-2017 
No NAMA JABATAN / DIVISI 
1 H. AMIRUDDIN SIJAYA, S.Pd, MM KETUA/ HUKUM 
2 ABDUL RAZAK JER, SE, M.Si ANGGOTA/ DATA 
3 Dra. YELLI NOFIZA 
ANGGOTA/ 
SOSIALISASI 
4 MAI ANDIRI ANGGOTA/ TEKNIS 
5 ARWIN SAIDI ANGGOTA/ LOGISTIK 
 
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : KPU Kota Pekanbaru 
KETUA 
KASUBAG  KEUNGAN 
UMUM DAN LOGISTIK 
KASUBBAG PROGRAM 
DAN DATA 
KASUBABAG PEMILU 
DAN HUPMAS 
KASUBBAG HUKUM 
STAF 
ANGGOTA-
ANGGOTA 
SEKRETARIS 
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Personalia Sekretariat KPU KOta PEkanbaru dikelompokkan menjadi 
dua jenis, yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Tetap APBN, 
Satpam/Sekuritib  dan Pramubakti dengan total sebanyak 32 Personalia. 
Adapun perincian jumlah adalah sebagai berikut:  
1. PNS Daerah : 8 orang 
2. PNS Organik  : 17 orang 
3. PTT APBD : 3 orang 
4. Satpam dan Pramubakti : 5 orang 
 Jumlah : 33 Orang 
 
4.7  Visi Dan Misi Kpu Kota Pekanbaru 
 4.7.1 Visi KPU Kota Pekanbaru 
Visi merupakan konsep dan pandangan kedepan yang berkaitan 
 dengan tujuan suatu lembaga serta hal-hal yang ingin dicapai, Adapun visi 
 dari KPU Kota Pekanbaru merupakan turunan dari  visi KPU RI  secara 
 umum, yaitu : "menjadi  penyelanggara pemilihan umum yang mandiri,  
 professional, dan beritegritas,  untuk  terwujudnya pemilu  yang luber dan 
 jurdil" 
Dari visi diatas dapat kita lihat sebuah karangka konseptual yang 
 tegas ikhwal tujuan KPU Kota Pekanbaru untuk mewujudkan pemilihan 
 umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel, dan mandiri yang 
 dilandasi dengan makanisme kerja yang efektif dan efesien dalam 
 wilayah kerja KPU Kota Peknabaru, Selain itu  terselanggaranya pemilu yang 
 luber dan jurdil diharapkan juga bermuara kepada pembangunan 
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 masyarakat Indonesia umumnya dan Kota Pekanbaru khususunya  yang 
 lebih baik dan memiliki kesadaran akan hak-hak politiknya. 
 4.7.2 Misi KPU Kota Pekanbaru 
  Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh lembaga 
 berkaitan dengan pelaksanaan dari Visi. Adapun upaya yang dilakukakan 
 dan yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru merupakan gambaran 
nyata dan aktual serta berkaitan dengan fungsi pokok dari lembaga 
penyelanggara pemilu, adalah sebagai berikut: 
1.  Membangun dan kmeningkatkan kompotensi personalia SDM yang ada di 
dalam lingkup KPU Kota Pekanbaru dalam hal ini menyangkut penguatan 
intern kelambagaan. 
2.  Melaksanakan regulasi, baik berupa undang-undang, peraturan KPU dan 
produk regulasi lainnya secara konsekuensi dan konsisten untuk 
kemudian dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang 
bermuara terlaksananya fungsi lembaga dengan baik. 
3.  Peningkatan kualitas pelayan kelambagaan, utamanya pada saat pemilu ke 
depan yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 
2017, PemilihanGubernur Tahun 2018 serta Legislatif dan Presiden dan 
Wakil Presiden tahun 2019. 
4.  Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih. Merupakan 
bagian dari tugas KPU Kota Pekanbaru untuk dapat menghadirkan 
pemilih yang mempunyai kesadarn politik pada priode pemilu 
selanjutnya, 
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5.  Selaku penyelanggara KPU Kota Pekanbaru berupaya untuk 
meningkatkan integritas dalam semua aspek kepemiluan. 
6.  Menjadi KPU Kota Pekanbaru lebih efektif, efesian, transparan dan 
akuntabel sebagai penyelanggara pemilu.  
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STRUKTUR ORGANISASI 
PANITIA PENGAWAS 
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017 
KOTA PEKANBARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Panwaslu Kota Pekanbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGGOTA 
 
YASRIF YAKUB 
TAMBUSAI, SH 
DIV. PENCEGAHAN DAN 
HUB. ANTAR LEMBAGA 
 
ANGGOTA 
AGUNG NUGROHO, S.IP 
DIV. ORGANISASI DAN 
SDM 
 
 
KETUA 
INDRA KHALID NASUTION, 
SH 
DIV. PENINDAKAN 
PELANGGARAN 
 
PLENO 
PIMPINAN 
PANWAS 
KOTA 
PEKANBARU 
KEPALA SEKRETARIAT 
NUR KHOLIS, S.SOS, M.SI 
BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANRU 
TRI SILVIA WAHYUNI, SE 
 
BAG. ADMINISTRASI 
BUDI RAHMADANI. SE 
BAG. PENGAWASAN 
SYAMSULRIZAL, SE 
STAF PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG 
1. ADIL SEMBIRING      6. FERDIAN 
2. YUPI PRANOTO    7. RAHMAT YANI, S.PD 
3. DWI MERDEKAWATI, S.PI   8. YANIS PRIMA 
4. BUNGA MOELECA, S.I.KOM  9. IRMA FHUDLA 
5. WINDRA PRICINDI ANTASIA, SE  10. RANDI DIKNAS F 
PANWAS LECAMATAN 
SEKOTA PEKANBARU 
PPL 
 
PANWAS 
TPS 
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4.8 Bagian Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota   
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
 
  Penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: 
a.  Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 
b.  Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 
dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan 
pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; 
c.  Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
d.  Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta 
pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 
e.  Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan 
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU 
dan/atau KPU Provinsi; 
f.  Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota; 
g.  Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih; 
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h.  Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 
gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 
i.  Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 
j.  Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 
k.  Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 
l.  Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 
pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 
m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita 
acaranya; 
n.  Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 
Provinsi; 
o.  Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 
p.  Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan 
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
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q.  Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota 
kepada masyarakat; 
r.  Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 
gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
Pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; 
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 
bupati/walikota; 
t.  Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan 
Dewan Perwakilanm Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan 
u.  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 
Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
4.9  Bagian  Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu  Kabupaten/Kota 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 15 Tahun 2011 
Pasal 77 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
 
A. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: 
1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah 
kabupaten/kota yang meliputi: 
a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 
penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 
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b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota; 
c. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota; 
d. Penetapan calon bupati/walikota; 
e. Pelaksanaan kampanye; 
f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 
pemilu; 
h. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 
i. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 
j. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota 
dari  seluruh kecamatan; 
k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 
l. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota; 
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan mengenai Pemilu; 
3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu 
yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 
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4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota 
untuk ditindak lanjuti; 
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya 
kepada instansi yang berwenang; 
6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk 
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya 
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat 
kabupaten/kota; 
7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan 
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 
Pemilu yang sedang berlangsung; 
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
B.  Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Panwaslu Kabupaten/Kota dapat: 
1. Memberikan  rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan 
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; 
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2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan 
laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana 
Pemilu. 
Pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: 
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya; 
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
Panwaslu pada tingkatan di bawahnya; 
c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 
dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan mengenai Pemilu; 
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi 
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 
kebutuhan; 
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi 
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya 
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan 
f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 
